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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

a. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya sertipikat ganda di 

Indonesia antara lain kesalahan pemilik tanah itu sendiri yang tidak 

memperhatikan tanahnya dan tidak memanfaatkannya dengan baik sehingga 

diambil alih oleh orang lain, kemudian dari Tanah Nasional. Badan itu sendiri 

karena tidak ada data dasar bidang tanah, baik yang terdaftar maupun yang 

tidak terdaftar, yang harus dicatat dan dihapuskan pada peta pendaftaran 

sehingga tidak terjadi penerbitan sertipikat ganda, seperti yang terjadi saat 

ini. Dan yang terakhir adalah faktor pemerintah daerah, kelurahan atau desa 

yang tidak memiliki data tanah yang sudah bersertipikat dan sudah memiliki 

penguasaan atau data yang tidak valid. 

b. Kemudian mengenai akibat hukum yang terjadi dalam putusan Nomor : 

53/G/2019/PTUN-MTR terkait dengan kepemilikan atau sertipikat hak atas 

tanah yaitu gugatan Penggugat atas nama H. Mahmud di PTUN Mataram 

pada hasilnya tidak dapat diterima karena Majelis Hakim menerima bukti 

surat Pembatalan sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Dompu atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4608 atas nama Lalu Ihsan dan 

kemudian diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 474 atas nama Resah 

(Tergugat II Intervensi). Kemudian Majelis Hakim mengabulkan eksepsi 

Tergugat mengenai gugatan yang telah kadaluwarsa/melewati batas waktu 
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tersebut berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun hasil akhir putusan selain gugatan 

tidak dapat diterima, Majelis hakim juga memvonis penggugat membayar 

penuh biaya perkara sebesar Rp. 597.000, 

c. Pertimbangan Majelis Haikim terhadap 2 hal, pertama Eksepsi atas Gugatan 

yang Kedaluwarsa/Lewat tenggang waktu yang oleh Penggugat diketahuinya 

pada tanggal 26 Juli 2019, namun ternyata para pihak sebelumnya telah 

difasilitasi oleh BPN Dompu pada tahun 2015 dan pernah berperkara di 

Pengadilan Negeri tahun 2016 dan 2018 sehingga dalih ini tidak benar, maka 

majelis hakim kedua telah menerima bukti Pembatalan Sertipikat oleh Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4608 

atas nama Lalu Ihsan dan selanjutnya menerbitkan Sertipikat Hak Milik 

Nomor 474 atas nama Resah. 

B. Saran 

1. Dalam hal kasus sertipikat ganda sangat diperlukan peran setiap bagian-

bagian terkait baik dari pemilik tanah, aparatur desa, hingga BPN itu sendiri 

harus aktif saling berkoordinasi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya 

sertipikat ganda. 

2. Kemudian daripada itu masyarakat harus cerdas dalam aspek jual beli perihal 

tanah, melihat keabsahan hak milik atas tanah dan melihat kedepan apakah 

akan timbul permasalahan apabila tanah tersebut sudah berpidah tangan 

supaya tidak terjadinya lagi kasus yang sama yang dialami oleh H. Mahmud 
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yang ternyata sertipikat tanah yang dia beli dari saudara Lalu ikhsan itu sudah 

dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dalam kepemilikannya. 

3. Dalam perkara tanah terutama sertipikat ganda, Majelis Hakim harus lebih 

cermat dalam menganalisa alat bukti dikarenakan rumitnya penyelesaian 

perkara tanah. 
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